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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN 

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3), 

Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Izin 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4756);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga 

kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di 
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instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan. 

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 

Republik Indonesia. 

3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha 

berbadan hukum perseroan terbatas yang telah 

memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk 

menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja 

Migran Indonesia. 

4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum 

pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau 

perseorangan di negara tujuan penempatan yang 

mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia. 

5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online 

Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah 

perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 

untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, 

gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha 

melalui sistem elektronik yang terintegrasi.  

6. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia yang selanjutnya disingkat SIP3MI adalah izin 

tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha 

berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI. 

7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

8. Nomor Izin Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB 

adalah identitas perusahaan yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS setelah perusahaan melakukan 

pendaftaran. 

9. Penanggung Jawab adalah Direktur Utama atau Presiden 

Direktur. 
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10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang 

selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen 

yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, 

perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait 

satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan 

data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. 

11. ISO 9001 adalah standar international yang digunakan 

untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu dalam 

setiap perusahaan. 

12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 

memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin 

komersial atau operasional.  

13. Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia yang selanjutnya disebut Kantor Cabang P3MI 

adalah cabang P3MI yang bertindak untuk dan atas 

nama P3MI yang bersangkutan. 

14. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

15. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di 

bidang ketenagakerjaan provinsi. 

16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang 

bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja 

dan perluasan kesempatan kerja. 

17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang 

selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana 

kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia secara terpadu. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 
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BAB II 

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERUSAHAAN 

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

 

Bagian Kesatu 

Umum  

 

Pasal 2 

(1) Perusahaan untuk mendapatkan SIP3MI wajib memiliki 

NIB yang diterbitkan Lembaga OSS. 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan badan hukum perseroan terbatas. 

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

setelah perusahaan melakukan pendaftaran pada akses 

laman OSS. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

termasuk pelaporan ketenagakerjaan. 

(5) Pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) untuk pertama kali dilakukan secara otomatis di 

OSS dan perusahaan langsung mendapatkan nomor 

pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. 

(6) Pelaporan ketenagakerjaan periode selanjutnya wajib 

dilakukan oleh perusahaan melalui online sistem (daring) 

dengan alamat http://wajiblapor.kemnaker.go.id dan 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Penerbitan Surat Izin Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

 

Pasal 3 

Penerbitan SIP3MI diberikan melalui tahapan: 

a. perusahaan menyampaikan permohonan SIP3MI melalui 

OSS; 

b. OSS menerbitkan SIP3MI berdasarkan Komitmen; 
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